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Abstract:  This article discusses protecting children's rights as suspects of theft crimes in 
Palopo City from the perspective of Islamic law. This research uses qualitative 
methods and primary and secondary data. The results show that the police play a 
role in tackling the protection of children's rights, such as interviewing victims, 
searching for evidence, and cooperating with community leaders and social 
workers. The police also tried to persuade the child's family to facilitate the 
investigation process. Children have rights, including legal assistance in the 
investigation process, especially for parents or people who cannot afford it. 
Investigators must also inform suspects who are under investigation of their rights 
under KUHAP, and if they are not accompanied by a legal representative, 
irregularities such as detention without sufficient evidence may occur. 

Keywords:  Children's rights, Police, Suspects, Legal Efforts. 

Abstrak:  Artikel ini membahas tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak 
pidana pencurian di Kota Palopo dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dan data primer dan sekunder. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa polisi berperan dalam menanggulangi perlindungan hak-hak 
anak, seperti wawancara dengan korban, mencari barang bukti, dan bekerja sama 
dengan tokoh masyarakat dan pekerja sosial. Pihak kepolisian juga berupaya 
mendekati keluarga anak secara persuasif untuk memfasilitasi proses penyidikan. 
Anak memiliki hak-haknya, termasuk bantuan hukum dalam proses penyidikan, 
terutama bagi orang tua atau masyarakat yang tidak mampu. Penyidik juga harus 
memberitahukan hak-hak yang berlaku pada KUHAP kepada tersangka yang sedang 
dalam tahap pemeriksaan, jika tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, dapat terjadi 
penyimpangan seperti penahanan tanpa bukti yang cukup. 

Kata Kunci :  Hak anak, Kepolisian, Tersangka, Upaya Hukum. 

 

PENDAHULUAN	

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Anak 
merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar 
demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 
1 Udang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah 
seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan dalam kandung. 
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Peran seorang anak sebagai penerus bangsa telah menunjukkan bahwa 
hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam 
konstitusi. Hak Anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh 
anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan diberikan oleh sistem hukum kepada 
anak yang bersangkutan.  Salah satu hak anak tersebut tercantum dalam pasal 2 
ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
kesejatraan anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa’’ anak 
berhak atas pemeliharan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun 
sesudah dilahirkan’’. Selanjutnya ayat 4 berbunyi bahwa’’ anak berhak atas 
perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 
menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar’’.  

Sebagaimana yang diketahui bahwa maraknya terjadi tindakan kejahatan 
yang banyak meresahkan warga, terutama pada kota-kota tertentu terkhususnya di 
Kota Palopo. Sering kali mendengar bahkan melihat secara nyata bahwa Tindakan 
kejahatan sangat merajarela dia kalangan masyarakat, pelaku tindak pidana tidak 
hanya dilakukan oleh oknum yang paham hukum bahkan pula kerap dilakukan 
oleh anak-anak. Tindak kejahatan itupun berbagai macam bentuk salah satunya 
yaitu pencurian. Pencurian merupakan mengambil barang sesorang tanpa 
sepengetahuan pemiliknya. Pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dan 
menyalahi Undang-Undang yang apabila dilakukan maka dapat dikenakan saksi 
sesuai aturan perundang-undangan. Dalam hal ini maka pemerintah dan penegak 
hukum harus banyak melakukan usaha dan terobosan dalam rangka melakukan 
penyidikan. Penyidikan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh 
penegak hukum seperti kepolisian untuk mendapatkan informasi dan barang bukti 
terhadap tersangka yang diduga melakukan suatu tindak kejahatan.  

Kejahatan pencurian yang adaa dalama KUHP juga dibagi menjadi 
beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan pasal 
362 Tentang pencurian bisa, Pasal 363 Tentang pencurian dengan pemberatan, 
Pasal 364 Tentang pencurian ringan, Pasal 365 Tentang pencurian dengan 
kekerasan. Pencurian merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleha siapa saja, 
tanpa melihat status sosial pelaku, ausia, latar belakang, pendidikan, jenis 
kelamin. Pelaku tindak pidana pencurian menyasar tidak terbatas pada orang-
orang yang belum dikenal, aakan tetapi, keluarga dekat pun dapat menjadi korban 
pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.  

Motif pencurian dilatar belakangi keinginanan dari pelaku untuk 
mengakusisi barang milik orang lain dengan cara melawan hukum, perbuatan 
melawan hukum dalamahal ini adalah kepemilikan atas harta benda orang lain 
dengan cara mencuri atau mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan 
pemiliknya. Oleh karena itu, pencurian yang terjadi menyebabkan keresahan bagi 
anggota amasyarakat yang berkembang dalam masyarakat tersebut dapat terjadi 
dimanapun, akapan pun, dan dalam bentuk berbagai jenis kejahatan dilatar 
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belakangi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan jenis 
kejahatannya akibat krisis ekonomi.  

Kontribusi pihak Kepolisian dan masyarakat yang berwenang untuk 
melindungi anak dari pengaruh hal negatif seperti pengaruh tindakan pencurian 
dilingkungan masyarakat sekitar. Seorang anak dapat terpengaruh oleh lingkungan 
masyarakat yang kurang baik karena perlindungan anak di Indonesia masih lemah, 
adanya pemberdayaan masyarakat yang paling dekat dengan keluarga, seperti 
RT/RW disarankan untuk dibentuk satgas perlindungan anak Indonesia, dan 
lembaga perlindungan anak. Namun jika Satgas perlindungan anak dibentuk 
disetiap daerah, dampak yang akan timbul terhadap anak atau pengaruh yang akan 
timbul kepada anak dari pengaruh lingkungan. 

Pembicaraan tentang anak dalam perlindungannya tidak akan pernah 
berhenti, perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan 
membangun manusia di Indonesia. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak 
dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan 
negara. Anak berhak atas perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah 
dilahirkan. Anak berhak mendapat atas perlindungan dari lingkungan hidup yang 
dapat membahayakan atau menghabat pertumbuhan dan perkembangan anak.     

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak itu Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan bahwa anak sebagai 
tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki 
peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk 
perlakuan tindak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak 
asasi manusia. 

Terkait dengan pemenuhan perlindungan hak anak, dalam HR Al-Baihaqi 
dan Ath-Thabarani dalam Al-Mu’Jamul kabir disampaikan bahwa: 

ھِِنارَصَِّنُی وَْأ ھِِناسَجِّمَُی وَْأ ھِِناَدوِّھَُیُ هاوََبَأَف ِ،ةرَطْفِلْا ىَلعَُ دَلوُْی دٍوُْلوْمَ لُكُ                 
Artinya:  Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah kedua orang tuanya 

yang menjadikan yahudi, majusi, atau nasrani.  
Hadist diatas menjelaskan betapa besar pengaruh orang tua terhadap anak-

anaknya, ia bisa menentukan keadaan anaknya kelak di masa  mendatang. Oleh 
sebab itu sudah seharusnya orang tua bersungguh-sungguh dan berhati-hati 
dengan tetap berdasarkan agama dalam mendidik anak. Anak-anak dalam 
pergaulannya seharusnya memiliki prestasi yang baik, dan harus lebih banyak 
menghabiskan waktu kepada keluarga dan teman-teman seusianya di lingkungan 
yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) 
memberikan pengertian. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan 
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dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan polri 
dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan 
Negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan 
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, 
serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia.1 

Adapun penelitian yang dilakukan yaitu pemenuhan hak anak sebagai 
tersangka tindak pidana pencurian di Kota Palopo, peneliti dapat melihat beberapa 
contoh kasus anak sebagai tersangka, maka anak perlu mendapatkan pembinaan 
secara khusus dari pihak yang berwajib. Setiap anak nantinya yang melakukan 
tindak pidana pencurian mendapatkan tempat khusus sebagai salah satu tempat 
melakukan pembinaan kepada mereka. Bukan hanya bertujuan sekadar 
membuatkan tempat singgah bagi para anak itu sendiri, tetapi juga akan 
menjauhkan mereka kepada setiap pelaku tindak pidana pencurian yang bukan 
lagi di bawah umur. Proses pembinaan yang dilakukkan mampu lebih 
memberikan pengarahan yang akan mudah di cernah setiap anak. 

DikisahkanadalamaAl-Qur’anasurah Maryam ayat 4-6 menceritakan  
tentangakegelisahan Nabi Zakariaamengadu padaaTuhannya. aYa Tuhanku, 
asesunggunyaatulangku telah lemahadan kepalakuatelahadipenuhi uban, adan 
akuabelum pernaakecewa dalamaberdoáakepadaaEngkau, yaaTuhanku. adan 
sesungguhnyaaaku kwatir terhadapamawaliku sepeninggalanku, asedang 
istrikuaadalah seorangayang mandul, amaka anugrahilahaaku dariasisi 
engkauasesorangaanak yangaakan mewarisiaaku dan mewarisiasebagian 
keluargaaya’qub danajadikan ia, aya Tuhanku, aseorang yangadiridhai.  

Dariadoá Zakaria iniatergambar denganategas bahwaasalah satuafungsi 
dari kedudukanaanak bagi orangatuanya adalah sebagaiapewaris, bukanahanya 
pewarisadalam bidangaharta bendaasaja, tetapiayang lebihapenting adalahajuga 
sebagai pewarisadalam perjuangan. aZakaria sangatagelisah bahwaasepeninggal 
dia kelak, atidak didapatiaorang yangabisa dipercayaauntuk melanjutkanamisi 
perjuangannyaauntuk itulah tiada henti-hentinya, asiang maupunamalam, pagi 
maupun petangazakaria terus berdoá untukadikaruniaaanak. 

Apa yang dialamiazakaria, dialami pulaaoleh Ibrahim a s. hal 
iniabisaadibaca dalam QS as-Shaffat:100. yang mengisahkanadoá Ibrahimaagar 
iaadianugrahi seorang anak. Kalau Zakaria akhirnya dikabulkan Allah dengan 
dikarunia Yahya, Ibrahimpunadikabulkan Allahadengan dikaruniaaImail. Kedua-
duanya, baik YahyaaMaupunaIsmail, dikemudianahari berfungsiasebagai 

 
1 Undang-UndangaRepublik IndonesiaaNo. 2 Tahun 2002 tentangaKepolisian NegaraaRepublik 
Indonesia. 
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penerusaperjuangan ayahnya, kedua-duanya menjadiaNabiautusanaAllah. 
Berdasarkan uraian bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki 
hak perlindungan yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan serta 
mempertimbangkan kondisi faktual di masyarakat saat ini dimana kasus anak 
berhadapan dengan hukum kerap terjadi, berdasarkan alasan tersebut penulis 
tertarik meneliti tentang peran kepolisian serta seperti apa perlakuan hukum bagi 
anak tersangka tindak pidana pencurian. 

 
METODE	PENELITIAN	

Penelitian ini adalah penelitian  kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan 
secara sistematis. Penelitian ini menganalisis data yang ada dilapangan dengan 
pendekatan deskriptif dan menekankan analisis proses berpikir secara induktif 
yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan 
senantiasa menggunakan logika ilmiah. Jenis penelitian kualitatif dipandang 
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.2  

 
HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

Peran kopolisian dalam pemenuhan hak anak sebagai tersangka tindak 
pidana pencurian di kota Palopo 

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Republik Indonesia, akan meningkatkan pemeliharan 
keamanan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang 
meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam kasus hukum 
dijelaskan, hak asasi manusia dimiliki karena kelahirannya, bukan karena 
diberikan oleh masyarakat atau Negara. Dalam melindungi hak warga negara dan 
menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya: 
1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara. 
2. pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa. 
3. sidang pengadilan terbuka untuk umum. 
4. tersangka dan terdakwa harus di berikan jaminan-jaminan untuk dapat 
 membela diri sepenuhnya.  

Untuk itu, dalam peran pihak kepolisan untuk melakukan pemenuhan 
perlindungan  hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian di Kota Palopo, 
maka anak sebagai tersangka untuk memperoleh bantuan hukum di dalam proses 
penyidikan dan sewaktu untuk menghadapi sidang di pengadilan. Dalam 
memperhatikan ketentuan pasal yang berlaku sangatlah penting peranan penasehat 
hukum dalam mendampingi tersangka baik ditingkat penyidikan, pemeriksaan 
ataupun ketika menghadapi suatu perkara. Seringnya terjadi tindak pidana yang 

 
2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2018), 8. 
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dilakukan oleh anak baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat 
anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap 
penangulangannya dan memiliki langkah-langkah yang harus diambil untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. Hal-hal yang dilakukan untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam upaya 
preventif yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-
bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 
anak serta memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tidak pidana 
pencurian. 

Menurut Aiptu Kaharuddin Syah, beberapa hal yang dilakukan pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh anak dalam upaya preventif yaitu pengawasan dan pencegahan dengan 
melakukan patroli pada siang hari dan pada malam hari untuk memantau kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh anak atau sekelompok anak di ibu kota kabupaten 
pinrang dan lingkungan sekitarnya.3 Berdasarkan wawancara dengan Iptu 
Tm.Langkaryanto, Selaku Kbo Reskrim, diperoleh keterangan, sesuai dengan 
ketetapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 
Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak meyatakan bahwa Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Untuk lebih jelas kita mengetahui tentang anak tentu 
bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dengan 
adanya dinamika perlindungan anak, maka hukum perlindungan anak semakin 
berkembang untuk menyesuaikan dinamika hukum perlindungan anak yang ada.4 
Peran kepolisian dalam pemenuhan hak anak sebagai tersangka tindak pidana 
pencurian. Petugas kepolisian melakukan pembinaan terhadap anak sehingga 
kepolisian dalam hal ini mengedepankan upaya terbaik untuk kepentingan anak, 
penyidik melibatkan orang tua maupun pembimbing kemasyarakatan atau pekerja 
sosial sebagai pendamping anak saat mengikuti pemeriksaan. 

Pada pasal 52 KUHAP yang menegaskan bahwa dalam pemeriksaan pada 
tingkat penyidikan dalam pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak 
memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Akan tetapi 
yang dilakukan penyidik  di Polres palopo itu telah melanggar pasal 52. Selain 
melanggar pasal 52 KUHAP, tindakan penyidik di atas juga melanggar hak asasi 
manusia dimana di dalam hak asasi manusia memiliki prinsip seperti: 
pelindungan, bantuan hukum sebagai tersangka untuk diadili secara  adil.  Adapun 
jaminan hak tersangka dalam pemenuhan hak anak sebagai tersangka pelaku 
pencurian, anak di tempatkan pada posisi tidak serta merta bersalah, sehingga 
dalam proses pemeriksaan tersangka mendapat kesempatan dari pihak berwenang 
dan bantuaan hukum karena hak tersangka tidak dapat diganggu gugat dan 
otomatis dicabut secara sepihak. Tersangka yang sudah dalam proses penahanan 
oleh penyidik, tersangka memiliki hak yang tertuang dalam KUHAP, seperti hak 
untuk menghubungui kuasa hukumnya. 

Masih saja penyidik yang tidak memberitahukan hak-hak tersangka yang 
berlaku dalam KUHAP yang dimiliki oleh tersangka yang saat diperiksa ditingkat 

 
3  Irwan, Peran Kepolisian Dalam Penangulangan Tindak Pidana Kekerarasan yang dilakukan 

Oleh Anak, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018), 49. 
4 Iptu Tm. Langkaryanto, Kbo Reskrim, Wawancara: Polres palopo 22 februari 2022 
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penyidikan tidak didampingi oleh penasehat hukum sehingga dapat terjadi 
penyimpangan yang dilakukan penyidik. Beberpa bentuk penyimpangan yang 
dilakukan penyidik adalah sebagai berikut :  

1. Tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari pihak penyidik;  
2. Penyidik melakukan penahanan kepada tersangka tanpa adanya bukti 

permulaan yang cukup; 
3. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada proses 

pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan penggunaan upaya paksa 
dalam hal penahanan; 

4. Pemeriksaan, penggledahan, penyitaan tidak sesuai dengan aturan yang 
berlaku di dalam  KUHAP. 

Peran pihak kepolisian untuk melakukan pemenuhan hak anak sebagai 
tersangka tindak pidana pencurian di Kota Palopo, anak sebagai tersangka untuk 
memperoleh bantuan hukum di dalam proses penyidikan dan sewaktu untuk 
menghadapi sidang di pengadilan. Dalam memperhatikan ketentuan pasal yang 
berlaku sangatlah penting peranan penasehat hukum dalam mendampingi 
tersangka baik ditingkat penyidikan, pemeriksaan ataupun ketika menghadapi 
suatu perkara. 
Upaya Perlakuan Hukum Terhadap Pemenuhan Perlindungan Hak Anak 
Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencurian Di Kota Palopo. 

Terdapat tiga poin upaya perlakuan hukum terhadap pemenuhan 
perlindungan hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian di Kota Palopo, 
yakni:5  
a. Meningkatkanakinerjaapekerjaasosiala 
b. Melengkapiasaranaadan prasaranaa 
c. Membangunakerja samaadengan pihak keluargaa 

Upayaayang dilakukanapihak polres untuk meningkatkan pelayananapada 
anakayang berkasus hukum pencurian di Kota Palopo meningkatkan 
kinerjaapekerja sosialameliputi mengikutiadiklat, belajaramandiri, danamenguasai 
ilmuaterkaitadengan bidangnya, melengkapiasarana danaprasarana meliputiaruang 
khususakonsultasi, adanyaapsikologi anakadan melengkapiaalat keterampilan. 
Serta membangun kerja sama denganapihakakeluarga, bentukakerja samaatersebut 
berupa meningkatkan pengawasanaterhadap perilakuaanak selamaaberada 
dirumahaagar tidak lagi melakukan perbuatanamenyimpang.  

Upayaayangadilakukanauntuk meningkatkanapelayananasosial melalui 
program-programayang ada diaKota Palopo tersebutatidak lain untukamencapai 
fungsi dari pelayananasosial. Sebagaimanaateori yangadiungkapkanaoleh 
Soetarsoabahwa fungsi pelayanan sosial meliputiapencegahan, arehabilitasi, 
pengembangan, aperlindungan danasuportif. Untukamencapai fungsiatersebut 
harusaada upayaadariapihak yang berwajib. Melalui pemberianaberbagaiamacam 
kegiatanayang adaadapat meningkatkanakualitas sumberadaya manusiaayang ada 
terutamaapekerjaasosial yangamenanganiaanak selamaaberadaadi rumah, karena 
secaraatidakalangsung (keluargaadanamasyarakat)adari anakaberkasus hukum 
pencuriana memperoleha pembelajaran atentanga bagaimana acaranya 

 
5 Perawati, Pemenuhan Hak Hukum Anak Berkasus Pencurian, (Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Makassar: 2018), 11a 
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mengawasiaanak agaratidak mengulagi lagi perbuatannyaauntukamelakukan 
perbuatan menyimpang. a 

Setiap langkah hukum yang diambil oleh penyidik kepolisian, selalu 
mengedepankan upaya pendekakatan persuasif kepada anak yang berhadapan 
dengan hukum dan melibatkan orang tua atau wali anak, dengan di dampingi 
oleh P2TP2A, Pembimbing Kemasyarakatan Dan Pekerja Sosial Kemensos 
RI.6 (A. Majid Maulana, SH. Kanit 1 Pidum Reskrim Palopo). 

Dalam upayaaperlakuan hukum anak sebagaiapelaku tindakapidana 
pencurian maka pihak kepolisan Polres Palopo,menerapakan jika pemidanaan 
anak sebagai pelaku tindakapidana pencurian maka mesti harus memperhatikan 
berbagai aspek hukum untukakopentinganapelindungan anak sebagai tindak 
pidana pencurian dan juga mempertimbangkan yang di alamiakorban. Diharapkan 
terkaitasanksi yangadi jatuhkanadapat memberi nilai-nilaiapositif terhadapaanak 
sehingga membuatamereka menyadariakesalahan yangadapat merugikanaorang 
lain. Penyelesaianaperkara anakatidak selamanyaadengan saksi dipenjarakan, 
dapat jugaadiupayakanamelalui diversiadengan melibatkanakedua belaapihak 
pelakuadan korbanauntuk menyelesaikanaperkara dengan jalanadamai dengan 
bantuan olehamediator atauadengan melakukanatindakan pengembalianakepada 
orang tua, jugaadengan melakukanapembinaan terhadapaanak agaradapat 
menyadari kesalahannya sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri. Namun 
denganamemasukkan anakakedalam lembaga permasyarakatan dapat 
menimbulkanastigmatisasiayang dapatamerugikan anak, yang dapat 
mengakibatkan trauma pisikologis terutamaabagi perkembangannya. A 

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus 
benar-benar di prioritaskan oleh aparat penegak hukum. Lewat Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya 
terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan kepada anak yang 
berkonflik dengan hukum dengan cara penerapan Diversi sebagai salah satu 
metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Diversi berupaya memberikan 
keadilan kepada anak yang sedang berhadapan dengan sistem peradilan akibat 
terlanjur melakukan tindak pidana.7 

Berdasarkan Udang-Udang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan 
Anak, maka penyidik menerapkan penanganan hukum terhadap anak dengan 
mengedepankan upaya penyelesaian perkara di luar peradilan pidana melalui 
Diversi.8 (Kanit 1 Pidum Reskrim Palopo) 

Penerapan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, 
Dalam proses pelaksaan pidanaaterhadapaanak terdapat beberapaaproses yang 
berawaladari tingkatapenyidikan. DalamaUdang-Udang Hukumaacara pidana 
yangadi maksud denganapenyidikan adalahaserangkaian tindakanapenyidik 
dalamahal danamenurutacara yangadiatur dalamaUdang-Udang untuk mencari 
sertaamengumpukanabukti, denganabukti itu membuataterang tindakapidana 
pencurianayang terjadiagunaamenemukanatersangka. aUntukaperkaraatindak 

 
6 A. Majid Maulana, SH, Selaku Kanit  1 Pidum Reskrim Palopo, Wawancara pada tanggal 07 

Maret 2022 
7 Tri Anjas Andi Prasetiyo, Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana 

Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak, Vol.27, No.11, (Bandung: Rafika Aditama, 2021), 4. 
diakses pada tanggal 24 maret 2022a 

8 A. Majid Maulana, SH, Selaku Pidum Reskrim Palopo, Wawancara pada tanggal 07 Maret 2022 
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pindanaayang dilakukanaanak yangamelanggar peraturanapidana yang adaadalam 
KUHP, ayangamelakukan pemeriksaanakepada anak adalahapenyidik yangatelah 
ditetapkanakeputusanadari kepala kepolisiananegara republikaIndonesia yang 
telahamengikutiapelatihanateknis tentangapradilanaanak, ketentuanaterdapat 
dalamapasal 26 Udang-UdangaNo. 11 Tahun 2012aTentang sistemaperadialan 
pidanaaanak. a  

Penyidik Anak yang memiliki peran untuk mengimplementasikan tugas dan 
wewenangnya sebagai penyidik khusus dalam melakukan penyidikan dan 
perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang 
berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus yang 
bertujuan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari 
kesewenang-wenangan penegak hukum. Komitmen, perhatian, kemampuan, 
dedikasi, serta minat harus dimiliki dan dilaksanakan oleh Penyidik Anak 
dalam melaksanakan segala bentuk tindakan perlindungan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana.9 

Bahwaaanak wajib dilindungiaagar tidak menjadi korbanatindakan siapa 
saja (individu atau kelompok, aorganisasi, swasta maupunapemerintah) baik 
secara langsungamaupun tidak langsung. Bentukaperlindungan iniatercantum 
dalamaUndang-UndangaNomor 4 Tahuna1979 tentangaKesejahteraanaAnak, 
Undang-UndangaNomor 3aTahun 1997atentang PengadilanaAnaka (yang 
selanjutnyaadisingkat UUaPengadilan Anak) adan Undang-UndangaNomor 23 
Tahuna2002 tentangaPerlindungan Anaka (yang selanjutnyaadisingkat UU 
Perlindungan Anak). aa 

Dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian, Kopolisian dalam hal ini 
penyidik dalam penanganannya terhadap anak sebagai pelaku, 
mengedepankan upaya terbaik untuk kepentingan anak, melalui upaya 
koordinasi para tokoh masyarakat, P2TP2A, pembimbing kemasyarakatan 
dan pekrja Sosial Kemensos RI.10 (Kanit 1 PidumaReskrim Palopo) 

Dalamapasal 1 No. 5 KitabaUndang-UndangaHukum AcaraaPidana ( 
KUHAP),  peyeledikan di defeniskan sebagai serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyelidik untuk mecari tahu serta menemukan peristiwa yang 
diduga menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyedikan. Dalam 
pasal 1 No. 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), 
penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta 
mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana tujuannya 
untuk menemukan tersangka. Selain itu, pemberian bantuan hukum juga dapat 
diberikan secara langsung dari seorang penasehat hukum melalui lembaga bantuan 
hukum.  
1. Tersangka harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan penyedik, agar 

apa yang di sampaikan penyidik mampu di pahami dengan baik; 
2. Untuk mendapatkan haknya tersangka harus menanyakan apa saja yang 

menjadi haknya selama proses penyelidikan sehingga tersangka mampu 
memikirkan apakah tersangka mau atau tidak menggunakan bantuan hukum;  

 
9 Lucky Elza Aditya, Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku 
Tindak Pidana, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020), 2.  
10 A. Majid Maulana, SH, Selaku Pidum Reskrim Palopo, Wawancara pada tanggal 07 Maret 2022 
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3. Dalam hal meminta bantuan hukum, tersangka harus mengajukan 
permohonan bantuan hukum dengan menjelaskan hal mengenai persoalan 
yang di hadapi; 

4. Memberikan pemahaman kepada tersangka bahwa di negara ini 
tersangka berhak mendapatkan haknya berupa bantuan hukum dalam 
proses penyidikan, terlebih lagi pada orang atau masyarakat yang tidak 
mampu itu berhak diberikan bantukan hukum secara cuma-Cuma; 

5. Pemerintah harus lebih memperhatikan secara serius terkait terwujudnya 
bantuan hukum kepada tersangka dengan cara meningkatkan bantuan 
dana bagi tersangka yang tidak mampu dan memperluas jangkauannya; 

6. Memberikan kontribusi seorang tersangka sebaikanya tidak dipersulit 
sehingga mampu di realisasikan secara maksimal; 

7. Perlu adanya peningkatan terhadap kontribusi yang akan diberikan 
kepada tersangka.  

	
KESIMPULAN	

Berdasarkan urian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran 
Kepolisian dalamapemenuhan hak anakasebagai tersangkaatindak pidana 
pencurian di kota palopo ialah dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian, 
kepolisian dalam hal ini penyidik dalam penangananya terhadap anak sebagai 
pelaku, mengedepankan upaya terbaik untuk kepentingan anak, malalui upaya 
koordinasi para tokoh masyarakat , P2TP2A pembimbing kemasyarakatan dan 
pekerja sosial kemensos Rebublik Indonesia. Serta upaya perlakuan hukum 
terhadap pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka tindak pidana 
pencurian di kota palopo ialah persuasif kepada anak yang berhadapan dengan 
hukum, dan melibatkan orang tua atau wali anak, dengan didampingi oleh P2TPA, 
pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial kemensos Rebublik Indonesia. 
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